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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor * Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

1. Memahami PPID

Pembantu;
2. Memahami peraturan informasi publik;

3. Memahami prosedur penanganan Kkeberatan
informasi;

4. Memahami dan menguasai administrasi
perkantoran;

5. Mampu mengoperasikan komputer.

tugas dan wewenang

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

1. Dokumen daftar informasi dan dokumentasi
publik.

2. Daftar Informasi dan dokumentasi publik yang
dikecualikan

3. Komputer/notebook

4. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan atau pendataan

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan
manual (hardcopy)




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bidang e Keterangan
° g Pemohor! Pengaduan Atasan PPID Komisi . Kelengkapan Waktu Output g
Informasi PPID Pembant Pembantu Informasi
embantu
1 Pemohon informasi « KTP Pemohon Hari Kerja dan
menyampaikan * Kartu identitas | jam kerja
pengajuan keberatan ‘ ’ organisasi (bila | pelayanan di
secara tertulis kepada pemohon merupakan PPID Pembantu
Atasan PPID Pembantu sebuah organisasi) Inspektorat
dalam waktu 10 (sepuluh) Kabupaten
hari kerja, sejak
permohonnan informasi Grobogan
teregistrasi dan diberikan.
Perpanjangan
pemenuhan permohonan
informasi selama 7 (tujuh)
hari kerja sejak
pemberitahuan  tertulis
diberikan dan tidak dapat
diperpanjang lagi.
2 | Mengisi formulir Formulir pernyataan | 5 - 10 Menit Dokumen
pengajuan keberatan. y keberatan atas pernyataan
7 pelayanan informasi keberatan atas
{ / (hardcopy | softcopy) pelayanan informasi
secara hardcopy
atau softcopy
3 | Tim PPID Pembantu 1 Dokumen pernyataan | 5 menit Dokumen
menerima permohonan ﬁ keberatan atas pernyataan
pengajuan keberatan. { pelayanan informasi keberatan atas
Dan menyampaikan secara hardcopy atau pelayanan informasi
kepada Atasan PPID softcopy secara hardcopy
Pembantu atau softcopy
4 | Atasan PPID Dokumen pernyataan | 5 - 10 menit Surat perintah /
Pembantu keberatan atas disposisi tindaklanjut
menugaskan tim PPID \ 4 pelayanan informasi pemenuhan
Pembantu untuk secara hardcopy atau permohonan
mengupayakan softcopy informasi oleh
penyelesaian sengketa pemohon yang
informasi mengajukan
keberatan atas
pelayanan informasi
kepada PPID

Pembantu




Tim PPID Pembantu Berkas pengajuan 10 — 15 menit

menindaklanjuti atas keberatan atas

sengketa informasi pelayanan informasi.

Tim PPID Pembantu Daftar Informasi dan 10 — 30 menit Dokumen Informasi

melaporkan proses
penanganan sengketa
informasi kepada

dokumentasi atau
rekomendasi surat
penolakan dari PPID

yang dimohonkan
oleh pemohon
informasi atau surat

Atasan PPID Pembantu karena penolakan kepada
Pembantu >/ ; informasi yang pemohon
/ diminta pemohon
merupakan informasi
yang dikecualikan
Upaya penyelesaian Dokumen Informasi * Dokumen

sengketa informasi
publik diajukan kepada
Komisi Informasi
Pusat, Komisi
Informasi Provinsi,
Komisi Informasi
Kabupaten/Kota sesuai
dengan
kewenangannya
apabila tanggapan
Atasan PPID
Pembantu dalam
proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon
Informasi

yang dimohonkan
oleh pemohon
informasi atau surat
penolakan kepada
pemohon

Informasi yang
dimohonkan oleh
pemohon
informasi; atau

* Pengajuan
penyelesaian
sengketa
informasi




